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il'! ala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Bahwa dalam upaya penuntasan walib belajar dan peningkatan kualitas sumber duya
manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu _mlu}ﬁi
wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat menganghkat
harkat dan martabat bangsa.

Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat
diperiukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif
dalam peningkatan kualitas bangsa.

Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam
memetivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang
perlu menjadi perhatian. |
Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas
ljin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang
Pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasjonal Pendidikan.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan Masional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan,

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan
Dasar dan Menengah,

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah.

12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan

Menengah,




2 Surat dari MKKS SMK Swasts Balikpapan Nomor nz-;mmmm—wm

tanggal 26 Februarl 2018 perihal Permohonan Pembaharuan

Program Keahlian.
b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan ljin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama ¢ Member| pembaharuan ijin operasional kepada:
Nama Sekolah  : SMK Pangeran Antasari Balikpapan
NPSN ¢ 30401485
Status Swasta
Alamat Jalan Mekar Sari No30 RT.D1, Kelurahan Gunung Sari llir,
Kota Ballkpapan.
Kedua ; SMK Pangeran Antasari Balikpapan diberikan pembaharuan ijin operasional Program
Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagal berikut:
1. Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan dengan Kompetensi Keahlian Teknik
Instalasi Tenaga Listrik.
2. Program Keahlian Teknik Mesin dengan Kompetens| Keahlian Teknik Pemesinan.
3. Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika dengan Kompetensi Keahlian
Teknik Komputer dan Jaringan.
4. Program Keahlian Teknik Otomotif dengan Kompetenst Keahlian Teknik Kendaraan
Ringan Otomotif.
5. Program Keahlian Teknik Otomotif dengan Kompetens| Keahlian Teknik Alat Berat.
Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada

ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ljin operasional program keahlian dan kompetensi
keahlian ini dibebankan pada RAPBS atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang
menglkuti peraturan dan perundangan yang berlaku.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta

2 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RIdi fakarta .

3, Gubernur Kallmantan Timur di Samarinda L=

4. Kepala Bawas prov Kalimantan Timur di Samarinda [

5. Arsip. |
L
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